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KENAPA PERLU ADANYA SPI ? 
 

 RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM sebagai: 

                                        “BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)“ 
 

 BLUD bertujuan: 

                               “MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT” 
 

 BLUD diberikan hak berupa fleksibilitas: 

“MENGELOLA KEUANGAN SENDIRI berupa: PENDAPATAN, BELANJA, KAS, 

PENGADAAN BARANG/JASA, MENGANGKAT TENAGA non PNS,  

MEMBERIKAN IMBALAN JASA kepada pegawainya” 
 

 BLUD RSJD Atma Husada Mahakam, dalam prosesnya: 

“PERLU PENGENDALIAN YANG KETAT BAIK DALAM  

ASPEK LAYANAN DAN ADMINISTRATIF KEUANGAN” 
 

 PIMPINAN BLUD (DIREKTUR RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM) berkewajiban: 
 

“MEMBENTUK SATUAN PEMERIKSAAN INTERN (SPI)” 



Lokasi Satuan Pemeriksaan Intern  

RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM 

 

 

 

 

 
 

SPI bertempat di Gedung Utama Kantor Lantai 1 

Ruang Pertama Sebelah Kiri Pintu Masuk Kantor  

Nomor PABX:  

 

        



DASAR HUKUM SPI 
 

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN   

DAN NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT 

2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2OO8 TENTANG      

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN NOMOR 74 TAHUN 2012 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 

3. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN 

ORGANISASI RUMAH SAKIT 

4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN NOMOR 79 TAHUN 2018 

TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

5. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200/PMK. 05/2017 

TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA BADAN LAYANAN UMUM 

6. PERATURAN DIREKTUR RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG 

PEDOMAN PENGORGANISASIAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL 



PENGERTIAN SPI 
MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200/PMK. 05/2017 

 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus oleh Direktur RSJD Atma Husada Mahakam dan seluruh pegawai 

untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: 

a. Kegiatan yang efektif dan efisien; 

b. Keandalan pelaporan keuangan; 

c. Pengamanan aset negara; 

d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
 

  

PENGAWASAN INTERN merupakan suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang 

bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki 

operasional RSJD Atma Husada Mahakam. 
 

  

SATUAN PEMERIKSAAN INTERN (SPI) adalah UNIT KERJA DI RSJD ATMA 

HUSADA MAHAKAM YANG MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN INTERN. 



TUGAS & WEWENANG SPI 
MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200/PMK. 05/2017 

 

TUGAS SPI, diantaranya: 
1. Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern. 

2. Melakukan reviu laporan keuangan. 

3. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan berdasarkan penugasan dari Direktur. 

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi. 

5. Membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada 

Direktur. 

 

WEWENANG SPI, diantaranya: 
1. Mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik 

aset BLUD pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya. 

2. Melakukan komunikasi secara langsung, mengadakan rapat secara berkala dan insidentil 

dengan pimpinan BLUD. 

3. Melakukan koordinasi dengan aparat pemeriksaan ekstern pemerintah. 

4. Mendampingi aparat pemeriksaan ekstern pemerintah dalam melakukan pengawasan. 

 



FUNGSI SPI 
MENURUT PERPRES RI NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT 

 

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah 

sakit; 

2. Penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan 

efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi 

pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan; 

3. Pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan 

oleh Direktur Rumah Sakit; 

4. Pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan 

hasil audit; dan 

5. Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan,  

       dan pendampingan dalam pelaksanaan  

       kegiatan operasional rumah sakit. 

 
 



ORGANISASI SPI 
MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200/PMK. 05/2017 

 

ORGANISASI SPI, terdiri dari:  

a. KEPALA SPI, merangkap anggota 

b. SEKRETARIS SPI, merangkap anggota 

c. ANGGOTA SPI  

ORGANISASI SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. 

Kepala SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur. 

Sekretaris dan anggota SPI bertanggung jawab secara langsung 

kepada Kepala SPI. 



PROGRAM KERJA SPI 
 

Ada 2 Program Utama SPI, yaitu:  

1. PROGRAM PEMERIKSAAN RUTIN, yaitu pemeriksaan yang direncanakan untuk kurun waktu satu 

tahun, yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pemeriksaan Tahunan, yang disahkan Direktur. 

Aspek pemeriksaan meliputi: 

a. Reviu laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan 

b. Reviu dan audit terhadap pendapatan RS 

c. Reviu dan audit terhadap administrasi umum dan kepegawaian 

d. Evaluasi terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

e. Audit terhadap Farmasi dan evaluasi penggunaan obat & BHP 

f. Evaluasi terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana 

g. Reviu dan audit terhadap pelaksanaan dan penerapan SPO dan SPM di RI dan RJ 

h. Reviu dan audit terhadap penerapan Standar Pelayanan Medis dan Standar Asuhan Kep. 
 

2. PROGRAM PEMERIKSAAN KHUSUS, yaitu pemeriksaan diluar rencana, yang     

        sifatnya mendadak atas perintah Direktur.  
 



“SPI tidak memiliki kewenangan dan tanggung 

jawab atas aktivitas yang diaudit” 
 

“SPI bertugas memotret dan menilai FAKTA atas 

aktivitas tersebut” 

 
Sekian & Terima Kasih 

 

Kepala SPI: Ns. Saliansyah, S.Kep 

Sekretaris: Singgih Nugroho, A.Md.Fis 

Anggota: 1. dr. Puspasari Oktavia Wa Ode 

2. Ayunadiah R. Marasobu, SE  
















